


3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 89 Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menter i 
Da lam Negeri Nomor 21 T a h u n 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 
T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 
Nomor 310); 

11 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 32 T a h u n 2017 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
T a h u n 2018; 



12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerinta Daerah 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 
517); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 T a h u n 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat T a h u n 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat T a h u n 2008 
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 
T a h u n 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 T a h u n 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat T a h u n 2010 Nomor 24 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 87); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 T a h u n 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang T a h u n 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang T a h u n 2008 
Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang T a h u n 2016 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Subang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang T a h u n 2014-2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Subang T a h u n 2017 Nomor 7); 

17. Peraturan Bupa t i Subang Nomor 76 Tahun 2018 
tentang Perubahan Peraturan Bupa t i Subang Nomor 15 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Kabupaten Subang T a h u n 2018. 



M E M U T U S K A N 

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2018 D I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SUBANG 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupat i i n i yang d imaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan u r u s a n 
pemer intahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwaki lan Rakyat Daerah m e n u r u t asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan pr ins ip otonomi seluas-
luasnya da lam sistem dan pr ins ip Negara Kesatuan 
Republ ik Indonesia sebagaimana d imaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1945. 

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Subang. 
4. Bupa t i adalah Bupat i Subang. 
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya 

dis ingkat DPRD adalah Dewan Perwaki lan Rakyat 
Daerah Kabupaten Subang sebagai badan legislatif 
daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada 
pemer intah daerah yang bertanggung jawab kepada 
Bupa t i da lam penyelenggaraan pemer intahan. 

8. Kecamatan adalah wi layah kerja Camat sebagai 
perangkat daerah Kabupaten Subang. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D 
adalah u n s u r perencana penyelenggaraan 
pemer intahan yang melaksanakan tugas dan 
mengkoordinasikan, mensinerg ikan dan 
mengharmonisas ikan penyusunan, pengendalian, dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah u n t u k periode 20 (dua puluh) 
t a h u n yang memuat v is i , m is i dan arah pembangunan 
daerah. 

11 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya dis ingkat RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2014-2018. 



12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan 
perangkat daerah u n t u k periode 5 (lima) t a h u n . 

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan 
perangkat daerah u n t u k periode 1 (satu) t a h u n . 

15. Program adalah penjabaran kebi jakan Pemerintah 
Derah dalam bentuk upaya yang berisi satu a tau lebih 
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan u n t u k mencapai has i l yang t e rukur . 

16. Kegiatan adalah bagian dar i program yang 
d i laksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian 
dar i pencapaian sasaran t e r u k u r pada program tersebut 
dan terd i r i dar i sekumpulan t i ndakan pengerahan 
sumber daya sebagai masukan (input) u n t u k 
menghasi lkan ke luaran (output) da lam bentuk 
barang/jasa pada j angka w a k t u t e r t en tu da lam batas 
anggaran yang tersedia. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Perubahan Renja-PD T a h u n 2018 merupakan 
perubahan atas dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) u n t u k periode 
sa tu t a h u n yang memuat program dan kegiatan 
pembangunan yang menjadi tolok u k u r peni laian 
kiner ja da lam penjabaran visi , mis i , t u j u a n , sasaran, 
strategi arah kebi jakan serta pr ior i tas pembangunan 
yang bersiat ind ika t i f u n t u k j angka w a k t u 1 (satu) t a h u n 
berdasarkan Renstra dan RKPD. 

(2) Perubahan Renja-PD T a h u n 2018 merupakan dokumen 
perencanaan yang d i susun sebagai ant is ipasi atas 
perubahan yang disebabkan perubahan asumsi 
perencanaan t a h u n t a h u n 2018 dan kemampuan 
keuangan daerah yang ada. 

Bagian Ketiga 

Tu juan 

Pasal 3 

Tu juan penyusunan Perubahan Renja-PD T a h u n 2018 
adalah: 

a. mewu judkan integrasi, s inkronisas i , dan harmonisas i 
program dan kegiatan sesuai dengan u r u s a n dan/atau 
b idang u r u s a n pada Perangkat Daerah d i l ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Subang; 



b. mewu judkan perencanaan pembangunan yang 
akuntabe l , part isipati f , bermanfaat, tepat sasaran dan 
berkes inambungan. 

BAB I I 

SISTEMATIKA RENJA-PD 

Pasal 4 

(1) Sistematika Dokumen Perubahan Renja-PD T a h u n 
2018 sekurang-kurangnya t e rd i r i dar i : 
a. Pendahuluan; 
b. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan 

Tr iwu lan I I t a h u n berkenaan; 
c. Tu juan dan Sasaran Perangkat Daerah; 
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; 

dan 
e. Penutup. 

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 
d imaksud pada Pasal 4 ayat (1) d isampaikan perangkat 
daerah sesuai daftar nama-nama perangkat daerah 
pada l ampi ran I I yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB I I I 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Kepala Perangkat Daerah me lakukan pengendalian dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i laksanakan sesuai dengan ketentuan 
pera turan perundang-undangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

(1) Ketetapan ind ikator kiner ja dan ind ikas i pendanaan 
yang t e r cantum dalam Dokumen Perubahan Renja-PD 
T a h u n 2018 dapat berubah sesuai dengan 
perkembangan peraturan yang ber laku pada t a h u n 
berkenaan. 

(2) Ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
mengakomodir perubahan ind ika tor kiner ja dan 
ind ikas i pendanaan, ba ik sebagian m a u p u n 
kese luruhan pada bagian tersebut. 



(3) Kerangka pendanaan sebagaimana t e r cantum dalam 
Renja-PD merupakan angka yang bersifat indikat i f , 
yang akan disesuaikan dengan kebi jakan pemer intah 
pusat, kebi jakan pemer intah prov ins i dan kemampuan 
keuangan daerah. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i be r laku pada tanggal 
d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan 
penempatannya dalam Beri ta Daerah Kabupaten Subang. 

PARAF KOORDINASI |J 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 8 7 



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

87 TAHUN 2>- 8 

17 _ G5 - 2 0 1 3 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN 2018 D I LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah T a h u n 2018 d i susun sesuai 
dengan Permendagri Nomor 86 T a h u n 2017 dengan s istematika penyusunan 
sekurang-kurangnya sebagai ber ikut : 

Bab I Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan H u k u m 
1.3 Maksud dan Tu juan 
1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I I Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan T r iwu lan I I Tahun 
Berkenaan 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan T r iwu lan I I Tahun 
Berkenaan dan Capaian Renstra-PD 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 
2.3 I su- i su Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
2.5 Penelaahan Usu lan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bab I I I Tu juan dan Sasaran Perangkat Daerah 
3.1 Telaahan Terhadap Kebi jakan Nasional 

3.2 Tu juan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Bab V Penutup 

n 
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LAM PI RAN I I : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

87 TABUS 2*16 

17 0, - 2018 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN 2018 D I LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 

No 
NAMA-NAMA PERANGKAT DAERAH YANG MENYAMPAIKAN 

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

2 AKADEMI KEPERAWATAN 

3 DINAS KESEHATAN 

4 RUMAH SAKIT U M U M DAERAH 

5 DINAS PEKERJAAN U M U M DAN PENATAAN RUANG 

6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

8 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

9 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

10 DINAS SOSIAL 

11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

12 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

13 DINAS KETAHANAN PANGAN 

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

17 DINAS PERHUBUNGAN 

18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

19 DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



No 
N A M A - N A M A O P F l V A M r v A / T P ^ I M V A A / T D A u y A " \ T 

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 

21 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

23 DINAS PERIKANAN 

OA U l l N A o F E K 1 AJN1AN 

i d i J U N A b PE1ERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

26 
A T~T A TYT TDTT^TZ)TT^7\T A A T A A A T T~»TT*A A A T y ~ t T T - R T * - » T „ _ _ 

t J A U A I N FEKENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 

27 SEKRETARIAT DAERAH 

28 SEKRETARIAT DPRD 

9 Q T 2 A T"*\ A A T " D T J ^ A T / ^ T 7 ^ T / " V T A A A T T 7 " T 7 V T T A u r n A A T T - A A T — i r - > « T -w 

E A J J A N FENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
OA 

O U l lNbJrEKlUKAl DAERAH 

31 
T D A A A T If'E^DTT'f* A \1 T A T A A T T " \ A A T T>T"b A T / ~ A TTATV irn A m n A A T r^x T T - » r i — x -i—\t—v T - X A T T A 

E A J J A J N KEFEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

32 KECAMATAN SUBANG 

33 KECAMATAN CIBOGO 

34 KECAMATAN CIJAMBE 

35 KECAMATAN JALANCAGAK 

36 KECAMATAN SAGALAHERANG 

37 KECAMATAN CISALAK 

38 KECAMATAN TANJUNGSIANG 

39 KECAMATAN PAGADEN 

40 KECAMATAN BINONG 

41 KECAMATAN PAMANUKAN 

42 KECAMATAN LEGONKULON 

43 KECAMATAN CIPUNAGARA 

44 KECAMATAN COMPRENG 

45 KECAMATAN PUSAKANAGARA 

46 KECAMATAN CIASEM . 



No 
NAMA-NAMA OPD YANG MENYAMPAIKAN 

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 

47 KECAMATAN BLANAKAN 

48 KECAMATAN PATOKBEUSI 

49 KECAMATAN PABUARAN 

50 KECAMATAN CIPEUNDEUY 

51 KECAMATAN PURWADADI 

52 KECAMATAN KALIJATI 

53 KECAMATAN CIKAUM 

54 KECAMATAN SERANGPANJANG 

55 KECAMATAN SUKASARI 

56 KECAMATAN TAMBAKDAHAN 

57 KECAMATAN KASOMALANG 

58 KECAMATAN DAWUAN 

59 KECAMATAN PAGADEN BARAT 

60 KECAMATAN CIATER 

61 KECAMATAN PUSAKAJAYA 
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